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  v  ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hibah Harta Gono-gini oleh Istri kepada Anak Kandung tanpa Persetujuan Suami (Studi Kasus di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)” yang bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana deskripsi kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandungnya tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandungnya  tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong tersebut?. Data penelitian kualitatif ini dihimpun melalui interview atau wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dan  dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.   Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto terjadi saat suami dan istri telah berpisah rumah kurang lebih selama 7 tahun, tanpa ada kesepakatan untuk memisahkan harta bersama. Sebelum istri meninggal harta sudah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan suami dengan alasan suami juga telah menjual harta bersama tanpa persetujuan istri; kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami tersebut bertentangan dengan pasal 92 KHI yang menyatakan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, termasuk dengan model hibah. Selain itu, penghibahan harta bersama tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 210 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.  Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, suami atau istri yang akan melakukan hibah atau menjual harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak, karena tanpa persetujuan tersebut hibah tidak diperbolehkan, dan bahkan akan menyebabkan perselisihan; kedua, pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang mutlak; ketiga, bagi anak kandung dalam kasus di atas hendaknya menyelesaikan pembagian harta gono-gini dengan cara kekeluargaan dan sesuai ketentuan yang berlaku.     
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  74 BAB I PENDAHULUAN  A. Latar Belakang Masalah Syari’at Islam mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan saling tolong menolong kepada sesama umat manusia seperti memberi makan orang miskin, berinfaq, bersedekah, hibah dan lain sebagainya. Seperti disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 177.  َو َﺗا ْﻟا ﻰ َﻤ َلﺎ  َﻋ َﻠ ُﺣ ﻰ ِّﺒ ِﻪ  َذ  ِوى  ْﻟا ُﻘ ْﺮ َﰉ َو  ْﻟا َﻴ َﺘ َﻣﺎ َو ﻰ ْﻟا َﻤ َﺴ ِﻛﺎ َْﲔ  َو ْﺑا َﻦ  ﱠﺴﻟا ِﺒ ْﻴ ِﻞ  Dan memberikan harta orang yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang musafir (yang memerlukan pertolongan).1  Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah, pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan imbalan apapun.2  Jumhur ulama mendefinisikannya dengan:   ُِﻔﻳ ٌﺪْﻘَﻋ ْﻴ ِﺑ ُﻚْﻴِﻠْﻤﱠﺘﻟاُﺪ َﻼ ِﻋ  َﻮ ٍض  َﺣ َلﺎ  َْﳊا َﻴ ِةﺎ  َﺗ َﻄ ﱡﻮ َﻋﺎ Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.3  Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.4                                                             1 Departemen Agama RI,  Al-Quran Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponemegoro,  2010), 115. 2 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 82. 3 Ibid.  4 Ibid.  































2    Di dalam syara’ hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain, tanpa adanya imbalan.5 Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut ija>rah (pinjaman). Apabila hak pemilikan itu belum terselenggara di waktu pemberinya  hidup, akan tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka itu adalah wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan imbalan, maka itu adalah penjualan, dan hal tersebut berlaku hukum jual beli. Bahwasannya hibah itu dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tas}ar>uf  (penggunaan) penghibah kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.6 Dengan demikian dapat disimpulkan hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa ada paksaan dari pihak penerima,  dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.  Namun sebagai tindakan hukum hibah tersebut mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Baik yang menyerahkan hibah maupun bagi orang yang menerima hibah tersebut. Akibatnya jika salah satu rukun atau syarat hibah itu tidak dipenuhi, hibah menjadi tidak sah.7 Para imam mazhab sepakat. Hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara: Ijab                                                            5 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, vol. 14  (Bandung: Alma’arif, 1988), 167. 6 Nina M. Armando, Ensiklopedi Islam  (Jakarta: Ichtiar Baru van  Hoeve, 2005), 15. 7 Ibid. 































3    (ungkapan penyerahan/pemberian harta), Qabul (ungkapan penerimaan), Qabd (harta itu dapat dikuasai langsung). 8 Syarat-syarat hibah ada tiga, yaitu: 1. Pemberi hibah (al-wa>hib). Disyaratkan bagi pemberi hibah memiliki apa yang dihibahkan, bukan orang yang dibatasi haknya karena satu alasan, penghibah adalah orang yang cakap hukum, yaitu dewasa berakal dan tidak ada paksaan sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan kerid}ahan dalam keabsahannya.9  2. Penerima hibah (al-mawhu>b lahu). Bagi orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada diwaktu diberi hibah.  Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah masi kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang gila.10 3. Barang yang dihibahkan Barang yang dapat dihibahkan ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki. Harta itu milik orang yang menghibahkan. Bahwa yang                                                            8 Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi,  Fiqih Empat Mazhab, terj. Mu’ammal Hamid, et al., vol. 5 (Bandung: Hasyimi, 2013), 291. 9 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, vol. 14..., 171. 10 Ibid. 































4    diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna tidak bercampur dengan harta orang lain.11  Terkait dengan menghibahkan harta bersama/harta gono-gini ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Harta bersama/harta gono-gini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan.12 Pengaturan harta bersama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya, baik dalam al-Qur’an maupun dalam al-Hadith tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fiqih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut syirkah atau syarikah. Menurut bahasa, syarikah itu berarti pencampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut hukum Islam ialah adanya dua hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.13  Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.14 Harta istri tetap menjadi milik istri dan sebaliknya. Namun, sejak terjadi perkawinan antara perempuan dan laki-laki, maka sejak saat itu tidak menutup kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Percampuran ini terjadi jika tidak diadakan perjanjian pemisahan harta bawaan masing-masing. Keadaan ini berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan.                                                            11 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 84.  12 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 200.  13 Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: Mandar Maju, 2007),  39. 14 Tim Penyusun Permata Press, Kompilasi Hukum Islam  (Jakarta:  Permata Press, 2003), 28. 































5    Kecuali ada kesepakatan baru antara suami istri. Percampuran kekayaan ini lebih dikenal dengan harta bersama atau harta gono gini.  Dalam pasal 89 KHI, suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sebaliknya dalam pasal 90 KHI dinyatakan istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Oleh karena itu, dalam Pasal 92 KHI ditentukan, suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama itu, demikian juga dalam melakukan hibah.15 Syekh Faishol berpendapat, disandarkan pada hadith Dari  Abdillah bin Amar r.a. Rasulullah saw bersabda:  َلَﺎﻗ ٍِّﱯﱠﻨﻟا ﱠَناَو ٍﺮْﻤَﻋ ِﻦْﺑ ِﷲِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋَو: ﺎَﻬِﺟْوَز ِنْذِِﺎﺑ ﱠﻻِا ٌﺔﱠﻴِﻄَﻋٍَةَاﺮْﻣِﻻ ُزْﻮَُﳚَﻻ  Dan dari  Abdillah bin Amar r.a. bahwa Nabi bersabda, “tidak boleh bagi seorang istri (melakukan) pemberian melainkan seidhin suaminya”.16  Dengan berjalannya waktu pada zaman sekarang banyak terjadi masalah-masalah yang timbul dari suatu hibah, salah satunya adalah masalah hibah  harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Peristiwa ini berawal  dari ketika istri menghibahkan harta gono-gini kepada anak kandung berupa sawah. pada proses penghibahan istri dalam keadaan sakit, dengan disaksikan anak kandung sebagai penerima hibah dan                                                            15 Ibid., 29. 16 Syekh Faishol Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, terj. Mu’ammal Hamid, et al., vol. 5  (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), 1995. 































6    sebagian keluarga tanpa dihadiri suami. Pada waktu itu suami dan istri sudah lama tidak serumah karena suami telah menikah lagi dengan perempuan lain. Disamping itu istri menghibahkan harta gono-gini dengan pertimbangan suami telah menjual sebagian dari harta gono-gini dan istri hawatir suami akan menjual lagi harta gono-gini dan anaknya tidak mendapat bagian.17  Tidak lama setelah proses penghibahan istri meninggal dunia. Suami  mengetahui bahwa harta gono-gini telah dihibahkan semua kepada anak kandungnya. Suami tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan istrinya. Setelah itu suami meminta bagian dari harta gono-gini. Namun harta sudah dihibahkan semua kepada anak-anaknya.  Dari uraian peristiwa di atas, timbul permasalahan, ketika proses penghibahan harta gono-gini tanpa ada persetujuan dari suami, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 92 KHI bahwa suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama itu, demikian juga dalam melakukan hibah. Dalam pasal 210 ayat 2 KHI bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri. Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hibah  Harta Gono-gini oleh Istri kepada                                                            17 Munadi, Wawancara, Ngudi, 27 Oktober 2017. 































7    Anak Kandung tanpa Persetujuan Suami” (Studi Kasus di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto).  B. Identifikasi dan Batasan Masalah 1. Identifikasi Masalah Dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis kaji yaitu:  a. Ketentuan tentang harta bersama menurut hukum Islam. b. Ketentuan tentang hibah menurut hukum Islam.  c. Deskripsi kasus pemberian  hibah harta gono-gini kepada anak  kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto. d. Asal-usul harta yang dihibahkan oleh istri.  e. Alasan istri menghibahkan harta gono-gini kepada anak kandung tanpa persetujuan suami. f. Tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto. 2. Batasan Masalah Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai 































8    tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diberikan batasan masalah yang meliputi : a. Deskripsi kasus pemberian  hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto. b. Tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto.  C. Rumusan Masalah Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana deskripsi kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandungnya tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandungnya  tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto?   































9    D. Kajian Pustaka Terkait permasalahan  hibah sesungguhnya telah ada yang membahas dan ada beberapa skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian saat ini. Skripsi yang dimaksud di antaranya: 1. Dalam Tesis Agustina Darmawati ( 077011003/MKn ), Tahun 2009, dengan judul analisis yuridis atas harta gono-gini yang dihibahkan ayah kepada anak studi kasus putusan Pengadilan Agama Medan No. 691/Pdt.G/2007/PA. Medan. Penelitian fokus membahas tentang putusan hakim yang menolak gugatan, karena pergantian pihak penggugat, disebabkan penggugat awal yaitu ayah mengajukan gugatan dalam perkara penarikan hibah. Pada proses persidangan ayah meninggal dan anak kandungnya yang lain menggantikannya sebagai penggugat. Berdasarkan pasal 210 dan 212 KHI bahwa penarikan hibah adalah hak prerogatif penghibah yang tidak boleh digantikan.18 2. Dalam skripsi  Djamali, Tahun 2013, NIM (C01209066) dengan judul analisis hukum Islam terhadap hibah oleh pewaris pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris. Kesimpulannya peneliti membahas tentang seorang ayah (pewaris) dalam keadaan sakit menghibahkan ayam kate kepada tetangganya dikarenakan tidak ada yang merawat kecuali tetangganya. pada saat proses penghibahan tidak ada saksi atau                                                            18 Agustina Darmawati, “Analisis Yuridis Atas Harta Gono-gini yang dihibahkan Ayah kepada Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 691/Pdt.G/2007/PA. Medan” (Tesis--Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Medan ,  2009). 































10    ahli waris. Setelah penghibahan selesai hanya sebagian ahli waris yang menyetujuinya. Anak kandung tidak setuju atas penghibahan tersebut.19 3. Dalam skripsi saudari Eny Mufarida, Tahun 2004, NIM (C04399083) yang berjudul studi analisis hukum Islam tentang pelaksanaan hibah di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Peneliti fokus membahas adat di Kecamatan Baureno. Kebiasaan masyarakat Kecamatan Baureno menghibahkan tanah/bangun kepada anaknya dengan melebihkan bagian anak yang paling disayang.20  Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini, karena penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada pembatalan hibah, pemberian hibah pada saat sakit yang disetujui oleh sebagian ahli waris,  adat  menghibahkan kepada anak dengan melebihkan bagian anak yang paling disayang. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau berbeda dengan skripsi penelitian sebelumnya.                                                              19 Djamali, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hibah Oleh Pewaris Pada Saat Sakit Yang disetujui Oleh sebagian Ahli Waris”(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya,  2013). 20 Eny Mufarida, “Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Hibah di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”(Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya,  2004). 































11    E. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Menggetahui deskripsi kasus hibah harta gono-gini oleh  istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto.  2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan  Kutorejo Kabupaten Mojokerto.  F. Kegunaan Hasil Penelitian Untuk hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya: 1. Secara Teoritis Penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum perkawinan khususnya ketentuan hukum atas  harta bersama yang dihibahkan. 2. Secara Praktis Dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam melakukan penghibahan harta bersama kepada anak kandung dan akibat hukum penghibahan tersebut.   































12    G. Definisi Operasional Agar mempermudah dalam memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Agar menghindari terjadinya kesalah-pahaman dalam pengertian maksud dari judul diatas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut: 1. Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan dalam fiqih empat mazhab serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan penelitian tentang penghibahan harta perkawinan.  2. Hibah Gono-gini : Harta milik  suami dan istri  yang diperoleh dalam ikatan perkawinan diberikan kepada orang lain  dengan suka rela yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Dalam hal ini istri memberikan harta gono-gini kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.   H. Metode Penelitian Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk 































13    memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 1. Data yang dikumpulkan a. Data mengenai kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yakni keterangan dari suami pemberi hibah dan penerima hibah (anak kandung) mengenai: Identitas para pihak yang bersangkutan dalam kasus hibah harta gono-gini yaitu istri sebagai pemberi hibah , suami dan anak kandung sebagai penerima hibah, asal-usul dan bentuk harta yang dihibahkan oleh istri tanpa persetujuan suami, pelaksanaan penghibahan harta gono-gini oleh istri kepada anak kandungnya tanpa persetujuan suami. b. Data berupa dokumen-dokumen mengenai asal-usul harta yang dihibahkan, berupa : Surat perjanjian jual beli tanah, bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), sertifikat rumah dan sertifikat tanah. 2. Sumber data Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. a. Sumber  primer Sumber primer merupakan sumber utama yang didapatkan langsung dari apa yang akan diteliti seperti:  































14    1) penerima hibah 2) Suami pemberi hibah 3) Ketua RT Dusun Jowinong 4) Dokumen: Dokumen yang berkaitan dengan  kasus hibah harta gono-gini berupa: Surat perjanjian jual beli tanah, bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), sertifikat tanah dan sertifikat rumah. b. Sumber Sekunder Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung melaui media perantara (di peroleh dan dicatat oleh pihak lain) sebagai pendukung sumber primer. Sumber sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni literatur yang berhubungan dengan masalah harta perkawinan yang di hibahkan  oleh suami istri.   3. Teknik Pengumpulan Data Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara: a. Interview/wawancara  Interview adalah cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara. Adapun responden yang peneliti wawancarai adalah suami dari istri pemberi hibah dan anak kandung sebagai penerima hibah serta ketua RT dusun Jowinong.  































15    b. Dokumentasi  Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, seperti  bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), Surat perjanjian jual beli tanah, sertifikat rumah dan sertifikat tanah. 4. Teknik Pengolahan Data a. Editing Pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh melalui wawancara kepada suami pemberi hibah dan anak kandung sebagai penerima hibah terutama dari segi kejelasan makna dan pemeriksaan dokumen-dokumen seperti bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB), Surat perjanjian jual beli tanah, sertifikat rumah dan sertifikat tanah. Selanjutnya data tersebut diselaraskan sesuai dengan penelitian kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan KutorejoKabupaten Mojokerto. b. Organizing Pengaturan dan penyusunan data tentang kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamaatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang telah dilakukan editing, sehingga dapat dijadikan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.  































16    5. Teknik Analisis Data Teknis analisis data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan  secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto  tentang penghibahan  harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami. Kemudian dianalisa menggunakan hukum Islam yakni ketentuan hukum yang dirumuskan dalam fiqih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)  tentang penghibahan harta perkawinan.  I. Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bab pertama memuat pendahuluan, dalam bab ini memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. 































17    Bab kedua memuat tentang harta perkawinan dan penghibahan harta bersama oleh suami istri menurut hukum Islam, yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur, bab ini berisisi tentang: Harta perkawinan dan asal-usulnya, hak suami istri terhadap harta perkawinan, hak suami istri terhadap harta bersama, pengertian hibah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat hibah, hibah suami istri atas harta bersama. Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan hibah harta gono-gini kepada anak kandung tanpa persetujuan suami  di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto  yang meliputi: Gambaran umum Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, dan penghibahan harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Bab keempat berisi tentang analisis data tentang tinjauan hukum Islam terhadap kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto meliputi: Analisis hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan analisis hukum Islam terhadap hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. 































18    Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan saran merupakan masukan yang penulis berikan atas permasalahan yang ada di desa tersebut.                    






























  74 BAB II HARTA PERKAWINAN DAN PENGHIBAHAN HARTA BERSAMA OLEH SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM  A. Harta Perkawinan dan Asal-usulnya  Menurut Kamus Bahasa Indonesia harta dapat berarti barang-barang (uang) dan sebagai yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai.21 Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Nisa’:5  َﻻَﻭ  ْﺍُﻮﺗُۡﺆﺗ َٓءﺎََﻬﻔﱡﺴﻟٱ  ُﻢَُﻜﻟ َٰﻮَۡﻣﺃﻲِﺘﱠﻟٱ  َﻞَﻌَﺟ ُ ﱠeٱ  َﻭ ﺎٗﻤ َِٰﻴﻗ ۡﻢَُﻜﻟ ۡﻢُﻫُﻮﻗُﺯۡﺭٱ  َﻭ ﺎَﻬِﻴﻓ ۡﻢُﻫﻮُﺴۡﻛٱ  ﺎٗﻓﻭُﺮۡﻌ ﱠﻣ ٗﻻَۡﻮﻗ ۡﻢَُﻬﻟ ْﺍُﻮﻟُﻮﻗَﻭ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.22  Dari ayat di atas kami dapat memahami bahwa harta merupakan sesuatu yang sangat sakral demi berjalannya sebuah kehidupan karena sesungguhnya bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, akan tetapi untuk kepentingan akhirat juga. Oleh karena itu harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum mampu mengatur harta, walaupun orang tersebut telah dewasa.                                                             21 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),  342. 22 Departemen Agama RI,  Al-Quran Tajwid dan Terjemah  (Bandung: CV Penerbit Diponmegoro,  2010), 77. 































20    Dalam perkawinan, di samping harta  sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, pakaian, tempat tinggal, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Harta perkawinan merupakan semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri atau  barang-barang hadiah. Menurut Sayuti Thalib, harta suami istri itu dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu: 23 1. Dilihat dari sudut asal usulnya, harta suami istri itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: a. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami istri yang telah mereka miliki sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri. b. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh setelah menikah, yaitu yang diperoleh dari warisan, hibah atau wasiat untuk masing-masing suami atau istri dan bukan diperoleh dari usaha mereka baik perorangan maupun bersama-sama. c. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami istri setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan dengan jalan usaha mereka baik sendiri, perorangan maupun secara bersama-sama. 2. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, maka harta itu akan berupa :                                                            23 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 83. 































21    a. Harta milik bersama. b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga. c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan atau disebut juga dengan harta milik pribadi. Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo, macam-macam harta suami istri yang lazim dikenal di Indonesia antara lain: 24  1. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan melalui usaha mereka masing-masing. Harta seperti itu di Bali disebut Guna Kaya. Di Sumatera Selatan disebut harta pembujang bila diperoleh oleh perawan (gadis). Menurut UU No. 1 tahun 1974 harta tersebut dikuasai masing-masing pihak yang memilikinya. 2. Harta yang diperoleh pasangan suami istri yang diberikan oleh keluarga atau orang tua untuk mereka berdua pada saat mereka   menikah. Harta tersebut bisa berupa modal usaha, perabotan rumah  tangga atau tempat tinggal. Seumpama terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada keluarga atau orang tua yang memberikan. Di Minangkabau harta ini dikenal dengan istilah harta asal. 3. Harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri dalam masa perkawinan melalui hibah, wasiat maupun dari orang tua atau keluarga terdekat. Harta semacam ini di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dikenal dengan nama harta Gawan, di Jakarta disebut                                                            24 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 28-29. 































22    Barang Usaha, di Banten disebut Barang Sulu, di Jawa Barat disebut Barang Benda atau Barang Asal atau Barang Pusaka. 4. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam masa perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari mereka. Harta tersebut disebut harta pencaharian. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 harta tersebut menjadi harta bersama suami istri. Harta jenis ini di Aceh disebut Haraueta Sihareukat, di Bali disebut Druwegabro, di Jawa disebut harta Gono-Gini. Berdasarkan urain di atas, harta benda dalam perkawinan bila ditinjau dari asal-usulnya secara garis besar dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 1. Harta Bawaan Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah. Harta bawaan antara suami istri, pada dasarnya tidak ada campuran antara keduanya (harta suami dan harta istri) karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami. Harta bawaan suami dan istri di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.25                                                              25 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 182. 































23    2. Harta Perolehan Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami-istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta semacam ini diperoleh setelah masa perkawinan. Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah pasal 87 ayat (2) KHI, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.  Harta perolehan sama dengan harta bawaan, keduanya bukan merupakan obyek dari harta bersama, yang hanya disebut dengan harta perolehan adalah harta milik masing-masing suami istri setelah menikah, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing-masing.26 3. Harta bersama  Harta bersama dalam perkawinan adalah segala harta yang diperoleh sumai istri selama dalam ikatan perkawinan diluar warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing                                                            26 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian (Jakarta: Visi Media, 2008), 16. 































24    merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan.27 Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.28  Secara etimologi atau bahasa, syirkah atau  ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.29  Menurut Nasrun Haroen ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih.  Pertama, dikemukakan oleh ulama’ Malikiyah. Menurut mereka,   َﻊَﻣ ﺎَُﻤَﳍ ِفﱡﺮَﺼﱠﺘﻟا ِﰱ ٌنْذِا  َُﻢَﳍ ٍلﺎَﻣ ِﰱ ﺎَﻤِﻬِﺴُﻔْـَﻧا Suatu  keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. 30  Kedua, dikemukakan oleh ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, syirkah adalah :                                                            27 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 56. 28 Abdul manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia  (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 109. 29 Nasrun Haroen, Muamalah  (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2000) , 165. 30 Ibid. 































25     ِعْﻮُـﻴﱡﺸﻟا ِﺔَﻬِﺟ ﻰَﻠَﻋ َﺮَـﺜَْﻛَﺎﻓ ِْﲔَـﻨْـﺛِﻻ ٍﺊْﻴَﺷ ِﰱ ِّﻖَْﳊا ُت ْﻮُـﺒُـﺛ Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. 31  Ketiga, dikemukakan oleh ulama’ Hanafiyah.32 Menurut mereka, syirkah adalah   ِْﲔَِﻛر ﺎَﺸَﺘُﻤْﻟا َْﲔَـﺑ ٌﺪْﻘَﻋ ِﺢْﺑﱠﺮﻟاَو ِلﺎَﻤْﻟا ِس َْار ِﰱ Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.  Ketiga definisi di atas, walaupun tampak berbeda, namun sebenarnya esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama. Definisi di atas esensinya adalah mengenai ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikatkan diri pada akad tersebut berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, serta berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Adapun dasar hukum yang digunakannya adalah firman Allah swt dalam surah al-Nisa’ ayat 32:  َﻻَﻭ  َﻞ ﱠﻀَﻓ ﺎَﻣ ْﺍۡﻮﱠﻨََﻤَﺘﺗ ُ ﱠeٱ  ِﻪِﺑۦ  ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٞﺐﻴِﺼَﻧ ِﻝﺎَﺟ ِّﺮﻠ ِّﻟ ٖۚﺾَۡﻌﺑ ٰﻰَﻠَﻋ ۡﻢُﻜَﻀَۡﻌﺑ ْۖﺍُﻮﺒََﺴﺘۡﻛٱ  ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٞﺐﻴِﺼَﻧ ِٓءﺎَِّﺴﻨﻠِﻟَﻭ  َۚﻦۡﺒََﺴﺘۡﻛٱ  ۡﺳَﻭ ْﺍُﻮﻠ َ ﱠeٱ  ِﻪِﻠۡﻀَﻓ ﻦِﻣۚٓۦ  ﱠﻥِﺇ َ ﱠeٱ  َﻛ ﺎٗﻤﻴِﻠَﻋ ٍءۡﻲَﺷ ِّﻞُِﻜﺑ َﻥﺎ٣٢  Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa’:32)33                                                             31 Ibid. 32 Ibid. 33 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah..., 83 































26    Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana dalam Qs. al-Nisa’: 32. Terdapat dua fersi pendapat yang berbeda dikalangan para ahli hukum Islam. Kedua pendapat mereka tersebut adalah:  a. Bahwa di dalam fiqih terdapat harta bersama dalam perkawinan  Hazairin menyatakan bahwa menurut hukum Islam harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya baik mereka bersama-sama maupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan sang istri hanya mengurus rumah tangga, adalah harta bersama.34 Sekali mereka terikat dalam hubungan perkawinan dengan mengadakan perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta (yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan usaha) maupun anak-anak, seperti yang disebutkan dalam al-Quran surah al-Nisa’ ayat 21:  َﻒۡﻴَﻛَﻭ  ُﻪَﻧُﻭﺬُﺧَۡﺄﺗۥ ﻴ ِّﻣ ﻢُﻜﻨِﻣ َﻥۡﺬََﺧﺃَﻭ ٖﺾَۡﻌﺑ ٰﻰَﻟِﺇ ۡﻢُﻜُﻀَۡﻌﺑ ٰﻰَﻀَۡﻓﺃ ۡﺪَﻗَﻭ ﺎٗﻈﻴِﻠَﻏ ﺎًﻘ َٰﺜ٢١  Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.35  Sehingga tidak perlu lagi diiringi dengan syirkah (akad syirkah atau persekutuan dalam hal harta yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan usaha), sebab suatu pernikahan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan lainnya sudah dapat dianggap                                                            34 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam ..., 34. 35 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah ..., 18. 































27    syirkah antara suami istri itu. Apabila seorang istri hamil kemudian melahirkan anak, sedangkan sang suami tidak turut serta dalam mengandung juga dalam melahirkan anak, anak yang dilahirkan sang istri tentu tidak bisa dikatakan bahwa anak tersebut hanya anak sang istri saja, tetapi anak tersebut juga anak sang suami, anak mereka berdua, bahkan pada nama diri anak tersebut lebih ditonjolkan nama ayahnya dari pada nama ibunya. Begitu juga halnya di rumah mengurus anak-anak, harta yang diperoleh suami tidak dapat di katakan bahwa harta tersebut hanya milik sang suami saja, tetapi tentulah menjadi milik sang suami juga milik sang istri.36 b. Di dalam fiqih tidak terdapat harta bersama dalam perkawinan  Menurut soemiyati, al-Qur’an maupun hadits Nabi tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad yaitu dengan menggunakan akal pikiran dan hasil dari pikiran tersebut harus sesuai dengan jiwa ajaran Islam.37 Sayuti Thalib berpendapat bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya harta suami dan harta istri itu terpisah, baik harta bawaanya                                                            36 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam  (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 34. 37 Ibid., 29.  































28    masing-masing atau yang diperoleh selama masa perkawinan baik yang diperoleh melalui usaha atau yang diperoleh melalui hibah, wasiat atau warisan.38 Adapun dasar hukum yang digunakannya adalah firman Allah swt dalam surah al-Nisa’ ayat 29 dan 32. ﺎَﻬﱡَﻳﺄٓ َٰﻳ  َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ  ِﺑ ﻢَُﻜﻨَۡﻴﺑ ﻢُﻜَﻟ َٰﻮَۡﻣﺃ ْﺍُٓﻮﻠُﻛَۡﺄﺗ َﻻ ْﺍُﻮﻨَﻣﺍَء ِﻞِﻄ َٰﺒۡﻟﭑ  ْﺍُٓﻮُﻠﺘَۡﻘﺗ َﻻَﻭ ۚۡﻢُﻜﻨ ِّﻣ ٖﺽﺍََﺮﺗ ﻦَﻋ ًﺓَﺮ َٰﺠِﺗ َﻥﻮَُﻜﺗ َﻥﺃ ٓ ﱠِﻻﺇ  ۚۡﻢُﻜَُﺴﻔَﻧﺃ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka  diantara kamu.39   َﻻَﻭ  َﻞ ﱠﻀَﻓ ﺎَﻣ ْﺍۡﻮﱠﻨََﻤَﺘﺗ ُ ﱠeٱ  ِِﻪﺑۦ  ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٞﺐﻴِﺼَﻧ ِﻝﺎَﺟ ِّﺮﻠ ِّﻟ ٖۚﺾَۡﻌﺑ َٰﻰﻠَﻋ ۡﻢُﻜَﻀَۡﻌﺑ ْۖﺍُﻮﺒََﺴﺘۡﻛٱ  ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٞﺐﻴِﺼَﻧ ِٓءﺎَِّﺴﻨﻠِﻟَﻭ  َۚﻦۡﺒََﺴﺘۡﻛٱ  ۡﺳَﻭ ْﺍُﻮﻠ َ ﱠeٱ  ِﻪِﻠۡﻀَﻓ ﻦِﻣۚٓۦ  ﱠﻥِﺇ َ ﱠeٱ  ﺎٗﻤﻴِﻠَﻋ ٍءۡﻲَﺷ ِّﻞُِﻜﺑ َﻥﺎَﻛ٣٢ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. al-Nisa’:32).40  Karena harta masing-masing suami dan istri sama sekali terpisah maka suami tidak berhak atas harta istrinya  karena kekuasaan istri terhadap hartanya tidak berkurang sedikitpun hanya karena perkawinan. Karena itu suami tidak boleh menggunakan harta istrinya untuk membiayai kebutuhan rumah tangga kecuali dengan izin istrinya, bahkan harta yang digunakan oleh suami untuk membiayai kebutuhan rumah tangga tersebut menjadi utang kepada                                                            38 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan  Indonesia  (Jakarta: UI Press, 1986),  83. 39 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah ..., 83. 40 Ibid. 































29    istri dan suami wajib membayar hutangnya itu kecuali apabila istri mau merelakannya.41 Menurut M. Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam rub’u mu’amalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri, tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab syarikat atau syirkah. Oleh karena masalah harta bersama  suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikih. Para ulama’ membagi untuk syirkah menjadi dua bagian, yaitu syirkah al-amla>k (perserikatan dalam pemilikan),  dan  syirkah al-‘uqu>d  (perserikatan berdasarkan suatu akad). 42 Syirkah al-amla>k adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad.43Syirkah al-amla>k dibagi menjadi dua, yaitu:                                                            41 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 30. 42 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5  (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1711. 43 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,  jilid 13 ( Bandung: Pustaka Nasional, 1988), 175. 































30    a. Syirkah ikhtiya>r (perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang berserikat membeli suatu barang atau menerima harta hibah, warisan atau wakaf dari orang lain, kemudian mereka menerima harta tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat.  b. Syirkah jabr (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang telah wafat. Harta warisan tersebut menjadi milik mereka yang menerima harta warisan tersebut.44 Kedua bentuk syirkah al-amla>k tersebut apabila ingin menjual harta serikat itu, harus dengan seizin teman serikatnya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi rekan serikatnya.45 Syirkah al-‘uqu>d adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.46 Syirkah ‘uqu>d dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu: 2. Syirkah al-Inan, yaitu perserikatan antara dua orang atau lebih dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan oleh dua                                                            44 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5...., 1711-1712. 45 Ibid. 46 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,  jilid 13...., 176. 































31    orang atau lebih dan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Modal yang digunakan untuk melakukan usaha tersebut boleh tidak sama jumlahnya. Anggota yang satu boleh mempunyai modal lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Bagitu juga dalam hal tanggung jawab. Boleh saja anggota yang satu mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu sedangkan yang lain tidak. Keuntungan dari perserikatan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh semua anggota serikat sesuai dengan besar kecilnya modal yang mereka berikan ke dalam serikat usaha itu. Dalam masalah ini ulama membuat kaidah  keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.47 3. Syirkah al-mufa>wad}ah, yaitu perserikatan antara dua orang atau lebih pada suatu usaha, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan porsi kerja yang sama, sehingga masing-masing orang dapat melakukan tindakan hukum atas nama orang-orang yang berserikat tersebut (setelah diadakan persetujuan), dan masing-masing pihak yang bergabung ke dalam serikat ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama.48  4. Syirkah al-Abdan al-Ama>l, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan, hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.                                                            47 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,  jilid 13...., 176. 48 Ibid.,  176-177. 































32    Pembagian syirkah ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Masing-masing pihak dapat melakukan tindakan hukum, setelah adanya kesepakatan kedua pihak.  5. Syirkah al-wuju>h, yaitu serikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal, kemudian mereka membeli suatu barang dengan cara kredit kemudian menjual barang tersebut dengan harga kontan dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut dibagi bersama sesuai kesepakatan.49  6. Syirkah al-mud}a>rabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama.  Dapat disimpulkan harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk syirkah abdan dan mufa>wad}ah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) setuju mengambil syirkah abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan                                                            49 Ibid., 178. 































33    dari jalur syirkah abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan yang demikian ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi’urf .50   B. Hak Suami Istri terhadap  Harta Perkawinan  Dalam pasal 86 KHI pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Firman Allah swt dalam Qs. Al-Nisa’ayat 32:  ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٞﺐﻴِﺼَﻧ ِﻝﺎَﺟ ِّﺮﻠ ِّﻟ ْۖﺍُﻮﺒََﺴﺘۡﻛٱ  ِٓءﺎَﺴِّﻨﻠِﻟَﻭ ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٞﺐﻴِﺼَﻧ َۚﻦۡﺒََﺴﺘۡﻛٱ  Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.51  Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan semua laki-laki dan perempuan. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.52 Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan antara harta suami dan istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan seperti yang diperoleh dari warisan, hibah atau wasiat untuk masing-masing suami atau istri, harta                                                            50 Abdul Manan,  Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 111. 51 Departemen Agama RI,  Al-Quran Tajwid dan Terjemah  ..., 83. 52 Hilman Hadi kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama  (Bandung: Mandar Maju, 2007), 117. 































34    bawaan suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan, serta harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 87 ayat (1) mengatur, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawianan.  Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai dasar hukumnya adalah pasal 87 ayat (2) KHI, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya. Artinya berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangan yang lain.  Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika sepasang pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjajian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.53 Seperti halnya harta perolehan suami dan istri, harta ini diperoleh karena adanya hadiah, waris, atau hibah setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka pengaturannya diatur oleh masing-masing pihak.                                                            53 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat  (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 182. 































35    Para pihak mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut.  Harta bersama perkawinan menurut pasal 91 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KHI menjelaskan bahwa:  1. Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud  2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. 3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban 4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal  91 KHI di atas, dapat dipahami bahwa adanya perbedaan kehidupan sosial di zaman Nabi Muhammad dengan kondisi sosial saat ini, saat ini ditemukan harta yang berupa surat-surat berharga (polis, saham, cek dan lain-lain). Oleh karena itu, pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Dalam penggunaan harta bersama, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai tujuan perkawinan.54 Kalau kekayaan bersama digunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak berdasarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji. Karena itu, baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan                                                            54 Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 59. 































36    penggunaan harta bersama “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.55  C. Hak Suami Istri terhadap Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Dalam pasal 1 ayat f menyatakan bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Jadi harta bersama adalah istilah untuk harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua diantara suami istri. Implikasinya, harta yang sudah dimiliki oleh suami istri sebelum menikah, demikian pula mahar bagi istri, juga warisan, hadiah, dan hibah milik istri atau suami, tidak termasuk harta bersama. Ketentuan  lebih lanjut tentang harta bersama terdapat dalam pasal 85, 86 KHI yaitu sebagai berikut:  Pasal 85 KHI   :  Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-asing suami atau istri. Pasal 86 KHI   Ayat 1:  Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Ayat 2: Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya,  demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.                                                             55 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 205-206. 































37    Mengenai penggunaannya harta bersama suami istri, diatur dalam  pasal 92: Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.  Pengaturan yang demikian sangatlah tepat untuk menghindari penyalagunaan harta bersama oleh istri atau suami. Apabila dilihat dari makna hakikat harta bersma perkawinan itu sendiri adalah harta perkongsian antara suami dan istri, jadi sudah sewajarnya menurut hukum apabila suami atau istri ingin menghibahkan, menjual atau memindahkan harta bersama harus tercapai tindak kesepakatan terlebih dahulu antara suami-istri . 56 Pengaturan lebih rinci masalah ini, Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam pasal 88, 89 dan 90. Pasal 88 KHI menyebutkan Ketika terjadi perselisihan antara suami istri tantang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan.  Pasal 89 KHI juga menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Pasal 90 KHI menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.  Apabila terjadi maslah harta bersma suami istri, dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Suapaya bagian harta suami maupun  harta istri dapat diketahui dengan jelas. Persoalan akan muncul apabila salah satu                                                            56 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh  (Jakarta: Prenada Media, 2003),  192. 































38    meningal. Kompilasi Hukum Islam mencoba merumuskannya dalam pasal-pasal berikut: Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat (1) mengatur bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 97 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50%) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Meski KHI telah mencoba mengantisipasi persoalan yang kemungkinan timbul, namun pasal 96 ayat (1) terasa kurang tegas. Sebab pengertian hidup lebih lama bersifat relatif. Karena itu dalam penyelesaian pembagian harta bersama dapat diselesaikan dengan pihak keluarga yang dituakan, atau hakim apabila perkaranya diajukan kepengadilan. Proses penyelesaian sengketa harta bersama dapat dilakukan melalui mediasi dan litigasi. Proses mediasi dalam penyelesaian kasus harta bersama merupakan alternatif yang dianjurkan dalam al-Qur’an. Hal ini ditegaskan dalam surat al- Nisa’ Ayat 35:  ۡﻥِﺇَﻭ  َﻓ ﺎَﻤِﻬِﻨۡﻴَﺑ َﻕﺎَﻘِﺷ ُۡﻢﺘۡﻔِﺧ ْﺍُﻮﺜَﻌۡﺑﭑ  ِﻪِﻠَۡﻫﺃ ۡﻦ ِّﻣ ﺎٗﻤَﻜَﺣۦ  ِِّﻖﻓَُﻮﻳ ﺎٗﺤ َٰﻠۡﺻِﺇ َٓﺍﺪﻳُِﺮﻳ ﻥِﺇ ٓﺎَﻬِﻠَۡﻫﺃ ۡﻦ ِّﻣ ﺎٗﻤَﻜَﺣَﻭ ُ ﱠeٱ  ﱠﻥِﺇ ۗٓﺎَﻤَُﻬﻨَۡﻴﺑ َ ﱠeٱ  ﺍٗﺮِﻴﺒَﺧ ﺎًﻤﻴِﻠَﻋ َﻥﺎَﻛ٣٥  Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorng Hakam (juru damai), dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mendengar.57                                                             57 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah ..., 84. 































39    Kandungan ayat di atas secara umum memberikan anjuran untuk menyelesaiakan permasalahan dalam suatu perkawinan dengan cara kekeluargaan, bila kedua belah pihak tidak mampu mendapatkan solusi yang baik, hendaklah menunjuk seorang mediator yang akan membantu penyelesaian perkara yang disengketakan. Solusi yang ditawarkan dalam ayat al-Qur’an diatas dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama, hal ini dikuatkan dengan salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman seorang mufti Hadramaut yang bermazhab Syafi’i, bahwa harta bersama yang dihasilkan oleh suami maupun istri dalam suatu ikatan perkawinan merupakan bentuk al-ma>l al-mushtarak yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode s}ulh}u.  Oleh karena itu dalam pembagian harta bersama akibat cerai mati seperti contoh kasus di atas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : S}ulh}u dan al-Fara>id} Pembagaian harta bersama dengan menggunakan cara s}ulh}u merupakan cara pembagian yang paling mudah dan menghemat waktu serta tidak berpostensi menimbulkan polemik baru dikemudian hari, hal ini disebabkan karena cara pemecahan masalah dengan menggunaklan metode s}ulh}u lebih mengedepankan sisi perdamain dan kekeluargaan. 58 Dalam pengertian bahasanya s }ulh}u adalah memutus pertengkaran atau perselisihan.59 Menurut pengertian syari’at adalah suatu jenis akad                                                            58 Agustina Darmawati, “Analisis Yuridis Atas Harta Gono-gini yang dihibahkan Ayah kepada Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 691/Pdt.G/2007/PA”..., 35. 59 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,  jilid 13..., 189.  































40    untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.  Cara ini adalah sah.60 Dalam al-Quran surat al-Nisa’ 128.  ۗٞﺮۡﻴَﺧ ُﺢۡﻠ ﱡﺼﻟٱَﻭ Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).61   Menurut pendapat Ibnu Rusyd yang menyandarkan pendapatnya dalam  hadith yang diriwayatkan dari Al-Hakim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan at-Tirmidzi Nabi saw bersabda:  ًﻻ َﻼَﺣ َمﱠﺮَﺣَْوا ﺎًﻣَاﺮَﺣ ﱠﻞَﺣَا ﺎًﺤْﻠُﺻ ﱠﻻِا َْﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا َْﲔَـﺑًِﺰﺋ ﺎَﺟ ِﺢﻠﱞﺼﻟا ُءﺎَﻀْﻣِا Penyelesaian perdamaian diantara kaum Muslim itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.62  Hadis ini telah membolehkan adanya perdamaian (s}ulh}u), yaitu suatu akad (perjanjian) untuk menyelesaikan persengketaan. S}ulh}u dalam hal pembagian harta bersama adalah perdamaian yang ditempuh melalui kesepakatan-kesepakatan anatara suami dan istri tentang bagian yang diterima oleh masing-masing, yang di dalam kesepakatan-kesepakatan itu istri atau suami dengan suka rela melepaskan sebagian haknya. Dengan pembagian s}ulh}u ini, maka pembagian harta milik bersama dalam rumah tangga tidak menjadi sengketa berkepanjangan.63  Apabila urusan pembagian harta milik bersama menemui jalan buntu,  pasal 88 KHI menyebutkan ketika terjadi perselisihan antara suami istri                                                            60 Ibnu Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahit,  juz 3 (Semarang: Asy Syifa’, 1990), 352. 61 Departemen Agama RI,   Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah ..., 99. 62 Ibnu Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahit,  juz 3...,  352. 63 Ibid.  































41    tantang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.  D. Pengertian Hibah dan Dasar Hukumnya Hibah dalam KHI diatur dalam Bab VI Pasal 210 sampai dengan pasal 214. Dalam Pasal 210 ditentukan, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri. Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah ﺔﺒﻬﻟﺍ yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata “hububur ri>h” artinya muru>ruha (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak 































42    milik maka itu disebut ija>rah (pinjaman). Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli.64 Adapun para pakar ataupun para ahli hukum Islam yang lain memberikan definisi-definisi hibah secara terminologi atau istilah dengan berbeda-beda, antara lain:  Menurut Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin dalam kitabnya fiqih Mazhab Syafi’i bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan dan hibah dapat disebut sebagai hadiah. 65 Menurut Nasrun Haroen  dalam bukunya Fiqih Muamalah menjelaskan bahwa definisi hibah yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama Hanabilah, yaitu: ﻰَﻠَﻋ اًر ﱠﺪَﻘُﻣ اًدْﻮُﺟْﻮَﻣ ُﻪَﻤِﻠَﻋ ُرُﺬْﻌَـﺗًﻻ ْﻮُﻬَْﳎ َْوا ﺎًﻣْﻮُﻠْﻌَﻣًﻻﺎَﻣ ِفﱡﺮَﺼﱠﺘﻟِاِﺰﺋﺎَﺟ ُﻚْﻴِْﻠَﲤ  ٍﺐِﺟاَو َﺮ ْـﻴَﻏ ِﻪِﻤْﻴِﻠْﺴَﺗ  ٍضَﻮِﻋ َﻼِﺑ ِةﺎََﻴْﳊا ﻰﯩِﻓ  Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.66   Sementara itu Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, berkatitan dalam kitabnya Fathu al-Mu’in bahwa hibah adalah:  ِْﳍا ُﺔَﺒ : ﱡﺢِﺼَﻳ ٍْﲔَﻋ ُﻚْﻴِْﻠَﲤ  ُﻌْـﻴَـﺑ َﻏ ﺎَﻬ َا ﺎًِﺒﻟﺎ ٍعﱡﺮَـﺒَـﺗ ِﻞَْﻫا ْﻦِﻣ ٍﻦْﻳَد ْو  ٍضَﻮِﻋ َﻼِﺑ                                                              64 Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqih Muamalah  (Jakarta: Kencana Prenada Group),  157. 65 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi’i  (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159. 66 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ..., 82. 































43    Hibah adalah menjadikan hak suatu barang yang sah di jual menurut kebanyakan “atau” piutang dari orang ahli tabar>u’ dengan tanpa imbalan.67  Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf g KHI). Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecapakan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan (pasal 211 KHI).68 Dasar hukum penghibahan dijelaskan  dalam surah al-Maidah: 2   ﻰَﻠَﻋ ْﺍُﻮﻧَﻭﺎََﻌﺗَﻭ ۡﻟٱ ِّﺮِﺒ  َﻭ ٰۖﻯَﻮۡﻘﱠﺘﻟٱ  Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.69 Dalam surah al-Baqarah, 2:177 Allah berfirman:    َﻰﺗﺍَءَﻭ َﻝﺎَﻤۡﻟٱ  ِِّﻪﺒُﺣ ٰﻰَﻠَﻋۦ  ﻱَِﻭﺫ ٰﻰَﺑُۡﺮﻘۡﻟٱ  َﻭ َﻤ ََٰﺘﻴۡﻟٱ َﻭ ٰﻰ َﻦﻴِﻜ َٰﺴَﻤۡﻟٱ  َﻭ َﻦۡﺑٱ  ِﻞِﻴﺒﱠﺴﻟٱ  Dan memberikan harta yang dicintainya kepada ke`rabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan).  Baik al-Qur’an maupun hadith di atas, menurut jumhur ulama’ menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama                                                            67 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Terjemahan Fathu al-Mu’in, terj. Abul Hidayah, jilid II (Surabaya: al-Hidayah, tth), 380. 68 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia ..., 466. 69 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah ..., 106. 































44    manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.70   E. Rukun dan Syarat Hibah Ibn Rusyd dalam Bidayatul al-Mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu: a. Orang yang menghibahkan  Fuqaha telah sependapat bahwa setiap orang itu dapat memberikan hibah manakala ia memiliki barang yang dihibahkan, sedang hak pemilikan terhadap barang itu juga sah. Yakni mana kala ia dalam keadaan sehat dan berkemampuan penuh.71  Fuqaha berselisih pendapat dalam hal si pemberi hibah dalam keadaan sakit. Mengenai orang yang sakit, maka jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia boleh berhibah pada sepertiga hartanya, karena dipersamakan dengan wasiat. Yakni hibah yang lengkap dengan syarat-syaratnya.72 Menurut pendapat Ahmad Rofiq yang menyandarkan Riwayat ‘Imran Ibn Husain menjelaskan tindakan Nabi saw.   ـُﺛ َﻖَﺘَْﻋَﺎﻓ ﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُyُا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َُﻩﺮََﻣَﺎﻗ ِِﻪﺗْﻮَﻣ َﺪْﻨِﻋ ٍﺪُﺒَْﻋا َﺔﱠﺘِﺳ َﻖَﺘْﻋا ىِﺬﱠﻟا ِﻦَﻣ ْﻢُﻬَـﺜُﻠ  ََراَو ﻰِﻗ ﺎَﺒْﻟا ﱠق)ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور( Ketika (Imran ibn Husain) memerdekakan enam orang hamba dalam saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah saw.                                                            70 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia ..., 466. 71Ibnu Rusyd, terjemah Bidayatul Mujtahid, juz 3 (Semarang: Asy Syifa’, 1990), 432. 72 Ibid.  































45    memerintahkan agar dimerdekakan 1/3nya, dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.73  Mayoritas ulama menetapkan hadith tesebut sebagai dasar hibah, karena itu jika orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang diberikan paling banyak 1/3 hartanya.74  Fuqaha  Zahiriyah memahami hadith tersebut sebagai dasar hukum wasiat. Karena itu,  hibah tidak ada batasan secara tegas.75 Dalam kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pasal 210 ayat (1) berbunyi orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dan menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.76  Lebih jauh dikemukakan dalam pasal 213 bahwa “hibah yang diberikan pada  saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.77  b. Orang yang menerima hibah  Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. Untuk ini disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-henar milik penghibah secara sempurna dan penghibah harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karenanya, harta orang lain tidak boleh dihibahkan. Demikian pula hibah orang gila atau anak kecil.                                                            73 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia ..., 471. 74 Ibid. 75 Ibid. 76 Tim Penyusun Permata Press. Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:  Permata Press, 2003), 77 Ibid. 































46    Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar. c. Objek  Hibah  Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh  seseorang kepada orang lain.78 Oleh karena itu tidak akan terjadi hibah apabila tidak ada  sesuatu yang dihibahkan.79 Untuk itu terdapat beberapa syarat benda yang akan dihibahkan: a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul dipohonya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu “segala yang sah diperjual belikan sah dihibahkan”. b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara’. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara’, tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras. c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkan, pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan”harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Oleh karena itu, menghibahkan harta bersama/gono-gini (harta milik suami istri                                                            78 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah  (Bandung: CV Pustaka Setia,2001),  244. 79 Helmi Karim, Fiqh Muamalah  (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 77. 































47    ketika dalam masa perkawinan) harus ada persetujuan dari suami ataupun istri. Dalam pasal 92 KHI ditentukan, suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama itu, demikian juga dalam melakukan hibah.  F. Hibah Suami Istri atas Harta Bersama Berdasarkan penjelasan harta bersama yang telah dijelaskan di atas, bahwa harta bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syarikah. Para pakar Hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) setuju untuk mengambil syirkah abdan (pengkongsian tenaga) sebagai landasan merumuskan kaedah-kaedah harta bersama suami istri. Di dalam ikatan perkawinan suami dan istri dapat menjadi sekutu seorang suami dalam bahtera hidup rumah tangga, maka anatara suami istri dapat mengadakan syirkah abdan (perkongsian tanpa batas). Dengan demikian, suami istri dapat mengadakan percampuran harta yang mereka miliki, baik yang dimiliki sebelum perkawinan maupun yang dimiliki setelah perkawinan. Dirasa sangat baik bagi masyarakat tentu seperti masyarakat Indonsia untuk mengadakan syirkah antara suami istri sejauh mengenai harta yang akan diperoleh atas usaha selama dalam ikatan perkawinan. Cara terjadinya syirkah  menurut Sayuti Thalib yaitu: 































48    1. Syirkah dapat diadakan dengan mengadakan perjanjian syirkah secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesuadah dilangsungkannya akad nikah. 2. Syirkah dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri tersebut. Cara ini khusus untuk harta kekayaan yang mereka peroleh selama masa perkawinan dengan jalan usaha.  Terjadinya syirkah tersebut apabila  suami dan istri bersatu dalam bekerja dan membiayai kehidupan rumah tangga. Bekerja atau mencari hidup di sini jangan diartikan mereka yang secara nyata bergerak keluar rumah bekerja secara walupun itu adalah hal yang pertama dan utama, tetapi di samping itu pembagian pekerjaan atau tugas yang menyebabkan seseorang dapat bergerak maju dengan memperoleh harta kekayaan, itu semua banyak tergantung dari pada pembagian tugas yang baik antar suami istri. Syirkah seperti ini dapat digolongkan syirkah abdan.80  Jadi suami istri dapat melakukan tindakan hukum seperti menghibahkan harta bersama setelah dilakukan persetujuan antara suami dan istri. ketika harta bersama digunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak berdasarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji. Karena itu baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 92 KHI  bahwa suami                                                            80 Ibid.,84-85. 































49    atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama termasuk hibah.  Terkait penghibahan suami istri (orang tua) atas harta bersama kepada anak-anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kalau anak sebagai ahli waris sudah mendapat bagian tertentu melalui hibah, maka pemberian itu sudah diperhitungkan sebagai pembagian harta warisan sehingga bila ayah atau ibu meninggal dunia, maka pembagian harta warisan tidak dilakukan lagi karena pengaturan harta benda tersebut sudah sesuai dengan kehendak si pewaris ketika ia masih hidup.81 Namun dalam melakukan penghibahan harus berdasarkan rukun dan syarat penghibahan. Bahwa para imam mazhab sepakat, hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara : Ijab (ungkapan penyerahan/pemberian harta), Qabul (ungkapan penerimaan), Qabd (harta itu dapat dikuasai langsung). Disyaratkan Harta yang dihibahkan merupakan milik orang yang menghibahkan.  Bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna tidak bercampur dengan harta orang lain82. Dalam pasal 210 ayat 2 KHI bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri.                                                               81 Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25. 82 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 84.  
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  74  BAB III PELAKSANAAN KASUS HIBAH HARTA GONO-GINI  KEPADA ANAK KANDUNG TANPA PERSETUJUAN SUAMI DI DUSUN JOWINONG DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO   A. Gambaran umum Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto  1. Wilayah Desa Pesanggrahan secara geografis terletak di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto  dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Utara   : Desa Wonodadi b. Sebelah Selatan  : Desa Sampangagung c. Sebelah Timur   : Desa Jiyu d. Sebelah Barat  : Desa Windurejo Desa Pesanggrahan terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu Ngudi, Jatisari, Jowinong, Mojojejer, Ketidur. 2. Kondisi Pendidikan  Keadaan atau kondisi penduduk suatu daerah sangat menetukan kemajuan daerahnya. Jumlah penduduk Dusun Jowinong berdasarkan data penduduk  Dusun Jowinong 2017 adalah sebanyak 424 orang, yang terdiri dari 184 orang laki-laki dan 240 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 117 KK. Sebagian besar telah lulus dari pendidikan 































52    umum berjumlah  213 orang, dan sebagian kecil lulusan dari pendidikan khusus 15 orang.  3. Kondisi Perekonomian  Sebagian besar mata pencaharian penduduk Dusun Jowinong adalah bertani. Adapun data mata pencaharian penduduk Dusun Jowinong adalah sebagai berikut:   a. PNS  : 5 orang b. Swasta  : 129 c. Pedagang : 17 d. Tani  : 260 e. Pertukangan : 13 4. Kondisi Agama  Sebagian besar masyarakat di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto menganut agama Islam berjumlah 419 orang, dan sebagian kecil menganut agama katolik berjumlah 5 orang. Kondisi keagamaan saat ini terbilang cukup stabil. Dengan adanya aliran keagamaan yang berbeda, seperti Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah. kedua aliran tersebut berjalan beriringan dengan rukun tanpa adanya konflik yang serius. Dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di setiap RT masing-masing secara rutin. 































53    Dilihat dari segi hubungan sosial, aliran yang terbilang minoritas (Muhammadiyah) masih menjaga hubungan silturrahim dengan masyarakat yang aliran mayoritas.  Di Dusun Jowinong juga terdapat berbagai organisasi Islam yang aktif, diantaranya adalah Muslimat dan Fatayat. Kegiatan rutin yang sering dilakukan adalah dibaan, tahlil, istighosah.   B. Penghibahan  Harta  Gono gini  oleh  Istri kepada  Anak  Kandung tanpa Persetujuan Sumi di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto  1. Sekilas Tentang Penghibahan Harta Perkawinan Kepada Anak di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto  Pada umumnya mayoritas masyarakat di Desa Pesanggrahan bermata pencaharian sebagai buruh tani  dan swasta. Dengan karakter masyarakat sesuai adat Timur yaitu sopan, beretika dan religius. Masyarakat Dusun Jowinong masih memegang nilai-nilai adat yang ada di Dusun tersebut seperti: Keleman, Megengan, dan Salah satunya adalah pembagian harta bersama/harta gono-gini ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. 83  Menurut masyarakat Dusun Jowinong ketika suami istri meninggal dunia/cerai mati, biasanya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara waris atau membagikan harta bersama/gono-gini                                                            83 Pardi, Wawancara, Jowinong, 3 Maret 2018. 































54    kepada keluarga sebelum suami istri meninggal dunia/cerai mati, biasanya disebut sebagai pembagian dengan cara hibah. Pembagian harta waris secara fara>id} yaitu dibagi setelah salah satu suami/istri sebagai pewaris meninggal dunia dan telah diurus segala keperluan yang diperlukan oleh si mayit tersebut. Setelah itu baru ahli waris berkumpul untuk membahas harta waris yang ditinggalkan pewaris tersebut. Tetapi kebanyakan dari masyarakat lebih banyak menggunakan cara hibah. Menurut masyarakat dengan cara membagikan harta bersama/gono-gini kepada keluarga sebelum suami atau istri meninggal dunia/cerai mati, tujuannya  agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris. Namun tidak jarang dalam masyarakat terjadi perselisihan antar ahli waris disebabkan karena kebanyakan masyarakat  belum mencatatkan/mensertifikatkan tanah atau penghibahannya. 84 2. Identitas Keluarga Penghibah  Pada hari Kamis tanggal 15 bulan Februari di Desa Pesanggrahan terjadi pernikahan antara Khoirotun dan Rupaji. Khoirotun dinikahi oleh Rupaji dengan maskawin sebesar Rp. 50.000 secara tunai. Pada saat dilangsungkannya pernikahan, menurut Rupaji, ketika menikah tidak melakukan perjanjian untuk memisahkan harta yang mereka peroleh selama perkawinan atau perjanjian untuk menyatukan harta pribadi mereka maupun perjanjian-perjanjian lainnya. Berdasarkan kedua kutipan akta nikah milik Khoirotun dan Rupaji yang ditunjukkan oleh                                                            84 Pardi, Wawancara, Jowinong, 3 Maret 2018. 































55    Rupaji kepada penulis. Dalam kedua akta nikah tersebut disebutkan bahwa Khoirotun dan Rupaji tidak melakukan perjanjian apapun termasuk pembacaan taklik talak. Selama pernikahan Rupaji dan Khoirotun juga tidak pernah melakukan perjanjian untuk memisahkan harta bersama.85  Rupaji dan Khoirotun mempunyai tiga orang anak. Dua anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak mereka yang pertama lahir pada tanggal 16 bulan Mei tahun 1968, anak kedua lahir tanggal 12 bulan September tahun 1970 dan anak mereka yang terahir lahir pada tanggal 21 bulan Juni tahun 1972. Pada awal pernikahan keadaan keluarga Rupaji dan Khoirotun harmonis, namun sejak tahun 2008 Khoirotun dan Rupaji sering terjadi perselisihan. Penyebabnya adalah adanya orang ketiga. Rupaji mempunyai hubungan dengan wanita lain. Pada tahun 2009 Rupaji menikah siri dengan Sumarti penduduk Desa Sampang Agung. Awalnya Khoirotun tidak mengetahui pernikahan siri tersebut, selang beberapa bulan Khoirotun mengetahui bahwa Rupaji menikah siri dengan Sumarti. 86 Setelah Khoirotun dan keluarga mengetahui bahwa Rupaji telah menikah siri dengan Sumarti, akhirnya Rupaji memutuskan tinggal di rumah Sumarti.                                                            85 Rupaji, Wawancara, Sampang Agung, 6 Januari 2018. 86 Munadi, Wawancara, Ngudi, 7 Januari 2018.  































56    3. Deskripsi dan Kronologi Penghibahan Harta Gono-gini oleh Istri kepada Anak Kandung tanpa Persetujuan Suami  Rupaji dan Khoirotun pada awal menikah tinggal  di Desa Windurjo, rumah yang mereka tempati merupakan pemberian dari orang tua Rupaji. Selama pernikahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, Rupaji dan Khoirotun pernah mencoba berbagai profesi seperti: pedagang, petani, usaha figora dan penyewaan truk. Menurut Rupaji awal menikah bermata pencaharian sebagai pedagang. Rupaji dan Khoirotun bersama-sama mengembangkan usahanya tersebut. Setelah itu Rupaji dan Khoirotun membeli rumah terletak di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan dengan luas 794 M2. dengan menggunakan uang yang didapat  dari hasil berdagang. Namun akhirnya mereka berhenti dan memutuskan beralih sebagai petani.87  Pada tahun  1999 tepatnya pada tanggal 23 Maret Rupaji dan Khoirotun membeli sebuah tanah di Dusun Ngudi Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan luas tanah kurang lebih 180 RU atau 1.876 M2 dibeli dari bapak Kamsun/Makruf dengan harga Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli yang ditanda tangani oleh Munadi dengan 6 orang saksi, kesemuanya adalah laki-laki. Munadi adalah anak kedua Rupaji dan Khoirotun. Sawah tersebut kemudian dikelola oleh Rupaji, Khoirotun dan juga Munadi.                                                             87 Ibid. 































57    Pada tahun 21 Oktober 2004 Rupaji dan Khoirotun juga membeli tanah di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan luas tanah 990 M2 dibeli dari Bapak Sulaiman  dengan harga Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli tanah ditanda tangani oleh Sanusi dengan 2 saksi yaitu Ali Mustofa dan Ihwan. Sanusi adalah anak ketiga dari Rupaji dan Khoirotun. sawah tersebut dikelola oleh Sanusi dengan  Rupaji dan Khoirotun.  Pada tahun 31 Mei  2007 Rupaji dan Khoirotun juga membeli tanah di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan luas tanah 1.000 M2 dibeli dari Bapak Rokhah  dengan harga Rp. 12.500.000 (Dua belad Juta Lima Ratus Rupiah) berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli tanah ditanda tangani oleh Rupaji dengan 2 saksi yaitu Misbahul Munir dan Ali Mustofa. Sawah tersebut dikelolah oleh Sanusi dengan  Rupaji dan Khoirotun.  Selanjutnya tanah seluas 1.876 M2 terletak di Dusun Ngudi Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai pajak bumi bangunan pedesaan dan kota tahun 2017. Tanah tersebut dikelola oleh Rupaji, Khoirotun dan lilik Fauzia. Lilik Fauzia merupakan anak pertama dari Khoirotun dan Rupaji.  Pada tanggal 25 Januari 2006 Rupaji dan Khoirotun membeli tanah seluas 1.970 M2 terletak di Desa Pesanggrahan dibeli dari Bapak 































58    Supa’at,  namun tanah tersebut dijual oleh Rupaji kepada Suyadi pada tanggal 14 April 2015. Disamping sebagai petani Rupaji dan Khoirotun memiliki usaha yaitu usaha figora dan penyewaan truk dengan dibantu kedua anaknya yaitu Munadi dan Sanusi.  Pada tahun 2000 usaha figora yang telah dikelola oleh Rupaji Khoirotun dan juga kedua anak laki-lakinya mengalami kerugian dan membutuhkan modal besar untuk mengembangkan usahanya tersebut. Khoirotun dan Rupaji memutuskan meminjam uang di Bank,  namun Rupaji telah berumur 58 tahun jadi Rupaji tidak dapat meminjam uang di Bank karena batas umur  untuk meminjam uang adalah 55 tahun. Maka Rupaji dan Khoirotun meminjam  uang di Bank atas nama Sanusi anak kandung dari Rupaji dan Khoirotun. Jadi sertifikat rumah yang dijadikan sebagai jaminan harus dibalik nama terlebih dahulu yang awalnya nama pemegang hak adalah Rupaji setelah dibalik nama menjadi Sanusi dengan keterangan hibah pada tanggal 26 bulan September tahun 2000 berdasarkan sertifikat tanah (tanda bukti hak milik).  Setelah beberapa tahun kemudian, pada tahun 2017 Khoirotun menghibahkan tanahnya kepada  anak-anaknya. Munadi menerima hibah dari Khoirotun berupa tanah seluas kurang lebih 180 RU atau 1.876 M2 dibeli dari bapak Kamsun/Makruf dengan harga Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) di Dusun Ngudi berdasarkan surat perjanjian 































59    pengikatan jual beli. Kemudian Sanusi menerima hibah dari Khoirotun berupa tanah seluas 990 M2 dibeli dari Bapak Sulaiman  dengan harga Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) di Dusun Jowinong berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli dan tanah seluas 1.000 M2 dibeli dari Bapak Rokhah  dengan harga Rp. 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Rupiah) berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli dan rumah di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan dengan luas 794 M2. Terakhir adalah Lilik Fauzia menerima hibah dari Khoirotun berupa tanah seluas 1.876 M2 terletak di Dusun Ngudi Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai pajak bumi bangunan pedesaan dan kota tahun 2017. Penghibahan yang dilakukan Khoirotun kepada  anak kandungnya dilakukan pada bulan Januari tahun 2017 sebelum Khoirotun meninggal. Bahwa Khoirotun meninggal bulan Februari tahun 2017. Namun penghibahan tersebut belum dicatatkan.  Ketika penghibahan Khoirotun dalam keadaan sakit. Penghibahan dihadiri oleh penerima hibah yaitu anak kandunnya dan 2 orang saksi namun Rupaji tidak ada pada waktu penghibahan. Berdasarkan keterangan dari Rupaji, Khoirotun maupun anak-anaknya tidak pernah memusyawarakan tentang penghibahan tersebut. Rupaji mengetahui bahwa harta bersama telah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, Rupaji tidak setuju dengan penghibahan tersebut. sebelum penghibahan tidak ada kesepakatan antara Rupaji dan 































60    Khoirotun. Penghibahan terjadi ketika  Rupaji sudah tidak tinggal bersama dengan Khoirotun. Sebelum berpisah rumah tidak ada kesepakatan untuk memisahkan harta bersama. Sebelum Khoirotun  meninggal harta sudah dihibahkan kepada anak-anaknya. Jadi harta yang dihibahkan Khoirotun kepada anak-anaknya masih ada bagian dari harta Rupaji. 88 Tabel 3.1 Harta perkawinan Rupaji dan Khoirotun  Jenis Harta Kedudukan Harta Luas/Letak Keterangan Rumah Harta bawaan suami (Rupaji) 850 M2/Desa Windurjo Dihibahkan kepada adik kandung dari suami Rumah Harta bersama 794 M2/Dusun Jowinong Dihibahkan oleh istri kepada anak ketiga tanpa persetujuan suami Tanah (sawah) Harta bersama 1.876 M2/ Dusun Ngudi Dihibahkan oleh istri kepada anak kedua tanpa persetujuan suami Tanah (sawah) Harta bersama 990 M2/Dusun Jowinong Dihibahkan oleh istri kepada anak ketiga tanpa persetujuan suami Tanah (sawah) Harta bersama 1.000 M2/ Dusun Jowinong Dihibahkan oleh istri kepada anak ketiga tanpa persetujuan suami Tanah (sawah) Harta bersama 1.876 M2/ Dusun Ngudi Dihibahkan oleh istri kepada anak pertama tanpa persetujuan suami Tanah (sawah) Harta bersama 1.970 M2/Desa Pesanggrahan Dijual oleh suami tanpa persetujuan istri  4. Alasan Penghibahan Harta Gono-gini oleh Istri kepada Anak Kandung tanpa Persetujuan Suami                                                            88 Sanusi, Wawancara, Jowinong, 10 Januari 2018. 































61     Di Dusun Jowinong bahwa membagikan harta bersama/gono-gini kepada keluarga sebelum suami istri meninggal dunia/cerai mati dengan cara hibah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarak Dusun Jowinong, tujuannya agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris. Begitu juga Khoirotun menghibahkan harta bersama kepada anak kandungnya dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris. Khoirotun telah menghibahkan harta yang telah diperoleh ketika dalam ikatan perkawinan dengan Rupaji. Ketika melakukan penghibahan, Khoirotun tidak memusyawarahkan atau meminta persetujuan kepada  Rupaji.  Berdasarkan keterangan dari Munadi selaku penerima hibah, Rupaji sejak tahun 2010 sudah tidak serumah dengan Khoirotun. Rupaji tinggal bersama Sumarti yaitu perempuan yang telah dinikahi siri oleh Rupaji pada tahun 2009. Sejak Rupaji dan Khoirotun tidak tinggal serumah Rupaji dan Khoirotun jarang bertemu. Selain itu Khoirotun khawatir Rupaji akan menguasai harta bersama/gono-gini ketika Khoirotun sudah meninggal. Sebab Rupaji telah menjual tanah seluas 1. 970 M2 terletak Desa Pesanggrahan dijual kepada bapak Suyadi pada tahun 2015. Rupaji mengakui bahwa telah menjual sawah seluas 1. 970 M2 dijual kepada bapak Suyadi.  Menurutnya ia berhak menjual harta tersebut. Karena harta tersebut dihasilkan bersama-sama dengan 































62    istrinya. Hasil penjualannya digunakan untuk biaya hidupnya sehari-hari. 89                                                                                89 Rupaji, Wawancara, Sampang Agung, 5 Januari 2018. 






























  74 BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH HARTA GONO-GINI OLEH ISTRI PADA ANAK KANDUNG TANPA PERSETUJUAN SUAMI DI DUSUN  JOWINONG DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO  A. Analisis Hibah Harta Gono-gini oleh Istri kepada Anak Kandung tanpa Persetujuan Suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.  Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwasannya awal mula terjadinya masalah ketika istri yang bernama Khoirotun menghibahkan harta bersama kepada anak-anaknya tanpa ada persetujuan dari suami yang bernama Rupaji. Penghibahan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2017. Berdasarkan data yang dijelaskan pada BAB III, bahwa pada saat proses penghibahan Rupaji dan Khoirotun telah berpisah rumah kurang lebih selama 7 tahun. Rupaji meninggalkan Khoirotun sebab dia menikah siri dengan Sumarti penduduk Desa Sampang Agung. Setelah keluarga mengetahui Rupaji menikah siri dengan Sumarti, Rupaji memutuskan tinggal bersama Sumarti. Jadi ketika proses penghibahan Rupaji tidak ada hanya ada anak-anaknya sebagai penerima hibah dan  sebagian keluarga sebagai saksi penghibahan tersebut. setelah penghibahan Khoirotun meninggal tepatnya pada bulan Februari 2017.  Kemudian  permasalahan tersebut semakin besar pada bulan September 2017 ketika  Rupaji mengetahui bahwa harta bersama telah 































64    dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, Rupaji tidak setuju dengan penghibahan tersebut. Sebelum penghibahan tidak ada kesepakatan antara Rupaji dan Khoirotun. Penghibahan terjadi ketika  Rupaji sudah tidak tinggal bersama Khoirotun. Sebelum berpisah rumah tidak ada kesepakatan untuk memisahkan harta bersama. Sebelum Khoirotun  meninggal harta sudah dihibahkan kepada anak-anaknya. Jadi harta yang di hibahkan Khoirotun kepada anak-anaknya masih ada bagian dari harta Rupaji. Dapat diambil kesimpulan penyebab terjadinya penghibahan harta bersama oleh istri tanpa persetujuan suami adalah karena suami telah berpisah rumah dengan istri selama 7 tahun dan juga suami telah terbukti menjual tanah yang merupakan harta bersama seluas 1. 970 M2 terletak Desa Pesanggrahan dijual kepada Suyadi tahun 2006 tanpa persetujuan istri.  Apabila dilihat dari makna hakikat harta bersama perkawinan itu sendiri adalah harta perkongsian antara suami dan istri, jadi sudah sewajarnya menurut hukum apabila suami atau istri ingin menghibahkan atau menjual harta bersama harus tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dalam membagi harta bersama dapat dilakukan dengan cara dibagi melalui musyawarah, namun ketika masalah tidak dapat terselesaikan dengan cara musyawarah, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama, supaya ada pembagian harta bersama secara jelas.  































65    B. Analisis Hukum Islam terhadap Hibah Harta Gono-gini oleh Istri kepada Anak Kandung tanpa Persetujuan Suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto  Kasus  yang terjadi di Dusun Jowinong yang telah dijelaskan di atas yaitu penghibahan harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami. Penghibahan terjadi ketika  suami dan istri berpisah rumah. Suami telah meninggalkan istri selama 7 tahun. Sebelum berpisah tidak ada kesepakatan diantara suami istri untuk memisahkan harta bersama. Sebelum istri meninggal harta sudah dihibahkan kepada anak-anaknya. Jadi harta yang dihibahkan istri kepada anak-anaknya masih ada bagian dari harta suami, dan istri menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan suami merupakan efek dari suami yang telah menjual harta bersama tanpa persetujuan istri. Bahwasannya Mengenai penggunaan harta bersama suami istri, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 sampai pasal 97.  Pasal 85 KHI : Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-asing suami atau istri.  Pasal 86 KHI : Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Firman Allah swt dalam Qs. al-Nisa’ayat 32:  ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٞﺐﻴِﺼَﻧ ِﻝﺎَﺟ ِّﺮﻠ ِّﻟ ْۖﺍُﻮﺒََﺴﺘۡﻛٱ  ﺎ ﱠﻤ ِّﻣ ٞﺐﻴِﺼَﻧ ِٓءﺎَﺴِّﻨﻠِﻟَﻭ َۚﻦۡﺒََﺴﺘۡﻛٱ   































66    Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.90  Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan semua laki-laki dan perempuan. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.  Harta benda dalam perkawinan bila ditinjau dari asal usulnya secara garis besar dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 4. Harta Bawaan Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah.  5. Harta Perolehan Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami-istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah.  Harta perolehan sama dengan harta bawaan, keduanya bukan merupakan obyek dari harta bersama, yang hanya disebut dengan harta perolehan adalah harta milik masing-masing suami istri setelah menikah, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing-masing.                                                            90 Departemen Agama RI,  Al-Quran Tajwid dan Terjemah  (Bandung: CV Penerbit Diponmegoro,  2010), 83. 































67    6. Harta bersama  Harta bersama dalam perkawinan adalah segala harta yang diperoleh sumai istri selama dalam ikatan perkawinan diluar warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri.  Menurut KHI pasal 87 ayat (1) dan (2) bahwa harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.  Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah, atau lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa harta yang menjadi hak istri, adalah harta yang sudah dimiliki oleh istri sebelum pernikahan.  Termasuk juga hak istri adalah mahar dari suami, demikian juga warisan, hadiah, dan hibah yang diberikan oleh suatu pihak kepada istri, namun jika itu harta gono-gini, istri harus meminta persetujuan suami apabila ingin menghibahkan. Begitu juga suami harta yang menjadi hak suami adalah harta yang sudah dimiliki oleh istri sebelum pernikahan dapat disebut sebagai harta bawaan, dan harta yang diperoleh suami berupa warisan, hibah, hadiah, harta tersebut dibawah kekuasaan suami. Maka suami atau istri berhak menjual atau menghibahkan harta bawaan atau harta perolehan tanpa persetujuan suami atau istri. Namun apabila harta itu adalah 































68    harta bersama/gono-gini maka harus ada persetujuan dari suami atau istri, sebab harta bersama/gono-gini harta yang diperoleh suami atau istri yang diperoleh dalam ikatan perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari mereka.  Dalam hukum Islam, larangan mengenai menghibahkan atau  memindahkan harta bersama perkawinan dapat diketahui dengan jelas dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama termasuk hibah. Apabila harta bersama digunakan oleh salah satu pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji.  Karena itu baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. begitupun istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Terkait penghibahan suami istri (orang tua) atas harta bersama kepada anak-anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kalau anak sebagai ahli waris sudah mendapat bagian tertentu melalui hibah, maka pemberian itu sudah diperhitungkan sebagai pembagian harta warisan sehingga bila ayah atau ibu meninggal dunia, maka pembagian harta warisan tidak dilakukan lagi karena pengaturan harta benda tersebut sudah sesuai dengan kehendak si pewaris ketika ia masih hidup. Namun dalam melakukan penghibahan harus berdasarkan rukun dan syarat penghibahan. Para imam 































69    mazhab sepakat, hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara : Ijab (ungkapan penyerahan/pemberian harta), Qabul (ungkapan penerimaan), Qabd (harta itu dapat dikuasai langsung).91 Disyaratkan Harta yang di hibahkan merupakan milik orang yang menghibahkan. Bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna tidak bercampur dengan harta orang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 210 ayat 2 bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri. Jadi kesimpulan dari hasil analisis di atas istri yang menghibahkan harta bersama kepada anaknya tanpa persetujuan suami bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 92 KHI bahwa suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, demikian juga dalam melakukan hibah. Dalam pasal 210 ayat 2 bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selain itu istri menghibahkan harta gono-gini kepada anak kandung tanpa persetujuan suami merupakan efek dari suami yang telah menjual harta bersama tanpa persetujuan istri. Jadi suami yang menjual harta bersama tanpa persetujuan istri, hal itu bertentangan dengan pasal 92 KHI. Karena itu baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunaan                                                            91 Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi,  Fiqih Empat Mazhab, terj. Mu’ammal Hamid, et al., vol. 5 (Bandung: Hasyimi, 2013), 291. 































70    harta bersama menjual atau menghibahkan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan.  Agar tidak menjadi sengketa berkepanjangan antar suami dan anak-anaknya, dapat dilakukan dengan pembagian secara s}ulh}u. S}ulh}u merupakan cara pembagian yang paling mudah dan menghemat waktu serta tidak berpostensi menimbulkan polemik baru dikemudian hari, hal ini disebabkan karena cara pemecahan masalah dengan menggunaklan metode s}ulh}u lebih mengedepankan sisi perdamain dan kekeluargaan. Hal ini ditegaskan dalam surat al- Nisa’ Ayat 35:  ۡﻥِﺇَﻭ  َﻓ ﺎَﻤِﻬِﻨَۡﻴﺑ َﻕﺎَﻘِﺷ ُۡﻢﺘۡﻔِﺧ ْﺍُﻮﺜَﻌۡﺑﭑ  ِﻪِﻠَۡﻫﺃ ۡﻦ ِّﻣ ﺎٗﻤَﻜَﺣۦ  ِِّﻖﻓَُﻮﻳ ﺎٗﺤ َٰﻠۡﺻِﺇ َٓﺍﺪﻳُِﺮﻳ ﻥِﺇ ٓﺎَﻬِﻠَۡﻫﺃ ۡﻦ ِّﻣ ﺎٗﻤَﻜَﺣَﻭ ُ ﱠeٱ  ﱠﻥِﺇ ۗٓﺎَﻤَُﻬﻨَۡﻴﺑ َ ﱠeٱ  ﺍٗﺮِﻴﺒَﺧ ﺎًﻤﻴِﻠَﻋ َﻥﺎَﻛ٣٥  Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang Hakam (juru damai), dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendengar.92  Kandungan ayat di atas secara umum memberikan anjuran untuk menyelesaiakan permasalahan dalam suatu perkawinan dengan cara kekeluargaan, bila kedua belah pihak tidak mampu mendapatkan solusi yang baik, hendaklah menunjuk seorang mediator yang akan membantu penyelesaian perkara yang disengketakan. Solusi yang ditawarkan dalam ayat al Qur’an diatas dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama, hal ini dikuatkan dengan salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman seorang mufti Hadramaut yang bermazhab Syafi’i, bahwa harta bersama yang dihasilkan                                                            92 Departemen Agama RI,  Al-Quran Tajwid dan Terjemah ..., 84. 































71    oleh suami maupun istri dalam suatu ikatan perkawinan merupakan bentuk al-ma>l al-mushtarak yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode s}ulh}u.  Apabila urusan pembagian harta milik bersama menemui jalan buntu. Kompilasi Hukum Islam pasal 88 menyebutkan ketika terjadi perselisihan antara suami istri tantang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan.  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 mengatur bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 97 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50%) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi, penulis berpendapat, penyelesaian kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yaitu dengan cara harta bersama dibagi 50:50, harta yang merupakan bagian milik istri dapat dimiliki oleh anak kandung sedangkan bagian suami dapat dimiliki oleh suami setelah dikurangi dengan harta yang telah dijual terlebih dahulu oleh suami.   






























  74  BAB V PENUTUP  A. Kesimpulan Berdasarkaan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang didapatkan: 1. Kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandungnya tanpa persetujuan suami di Dusun Jowinong Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto terjadi saat suami dan istri telah berpisah rumah kurang lebih selama 7 tahun, tanpa ada kesepakatan untuk memisahkan harta bersama. Sebelum istri meninggal harta sudah dihibahkan kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan suami dengan alasan suami juga telah menjual harta bersama tanpa persetujuan istri.  2. Kasus hibah harta gono-gini oleh istri kepada anak kandungnya tanpa persetujuan suami di atas bertentangan dengan pasal 92 KHI yang menyatakan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, termasuk dengan model hibah. Selain itu, penghibahan harta bersama tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 210 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.   































73    B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas,  berikut saran yang diberikan: 1. Suami atau istri yang akan melakukan hibah atau menjual harta bersama harus atas persetujuan kedua belah pihak, karena tanpa persetujuan tersebut hibah tidak diperbolehkan, dan bahkan akan menyebabkan perselisihan.  2. Pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang mutlak, baik berupa penyuluhan lansung atau melalui media massa.  3. Bagi anak kandung dalam kasus di atas hendaknya menyelesaikan pembagian harta gono-gini dengan cara kekeluargaan dan sesuai ketentuan yang berlaku.                
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